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Abstract: This study aims to determine the Bawaslu Strategy in Preventing Money Politics Practices in the 2024 

Election in Serdang Bedagai Regency. The interesting thing in this study is because the phenomenon of money 

politics is increasingly rampant during the democratic party even though there is an election supervisory body 

(Bawaslu) whose job is to supervise the election process, but the problem of money politics has not been resolved 

until now. The type of research used by the author is qualitative research. With a qualitative descriptive approach 

to examine more deeply the understanding of Bawaslu's strategy in preventing money politics practices in general 

elections. The data collection technique used in this study uses observation, interview and documentation 

techniques. The location of this research is at the Serdang Bedagai Regency Bawaslu office located in Sei Rampah. 

Respondents in this study are sources who are experts in the field of study being studied, so the sources chosen 

are the chairman, secretary and members of the Serdang Bedagai Regency Bawaslu who are in the prevention 

and handling division. The results of this study indicate that Bawaslu's strategy in preventing money politics 

practices in the 2024 election in Serdang Bedagai Regency was declared successful and running effectively 

according to the expected goals. The strategy carried out by Bawaslu is to conduct socialization activities to the 

community about the dangers of money politics, make billboards with the slogan "Reject Money Politics" 

distributed in the community, create a monitoring village in Suka Jadi Village, Perbaungan District, and establish 

coordination with stakeholders. However, Bawaslu still experiences challenges in this supervision, namely the 

lack of human resources from Bawaslu itself resulting in a lack of supervision in areas that are difficult to reach, 

and the community does not participate enough in supervising money politics. 
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Praktik Politik Uang 

Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah 

dikarenakan fenomena money politik yang semakin marak saat pesta demokrasi padahal ada badan pengawasan 

pemilu (bawaslu) yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses pemilu tetapi masalah politik uang belom dapat 

terselesaikan sampai sekarang. Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif. Dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji lebih dalam pemahaman mengenai strategi bawaslu dalam 

mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di kantor 

bawaslu kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di Sei Rampah. Responden dalam penelitian ini adalah 

narasumber yang ahli dalam bidang kajian yang sedang diteliti jadi narasumber yang dipilih adalah ketua, 

sekretaris dan  anggota bawaslu kabupaten serdang bedagai yang berada dalam divisi pencegahan dan penanganan 

masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkn bahwa strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada 

pemilu tahun 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai dinyatakan berhasil dan berjalan dengan efektif sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Strategi yang dilakukan bawaslu adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 

masyarakat tentang bahaya politik uang, membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang” disebarkan 

dilingkungan masyarakat, membuat kampung pengawasan di Desa Suka Jadi kecamatan Perbaungan, dan 

menjalin koordinasi kepada para stakeholder. Namun bawaslu masih mengalami tantangan dalam pengawasan 

tersebut yaitu kurangnya sumber daya manusia dari bawaslu sendiri mengakibatkan kurangnya pengawasan 

didaerah yang sulit dijangkau, dan masyarakat kurang berpartisipasi dengan pengawasan politik uang tersebut. 

 

Kata kunci: : pemilu, politik uang, strategi bawaslu 

 

1. PENDAHULUAN  

Menciptakan suatu demokrasi yang baik dalam sebuah negara melakukan berbagai hal 

untuk mencapai terciptanya negara yang berdaulat, salah satunya adalah proses pemilihan 
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umum. Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu fondasi penting dalam demokrasi, 

dimana prosesnya harus dilakukan dengan transparan dan adil untuk memastikan keabsahan 

membuahkan hasil. Pemilihan umum dapat diartikan sebagai salah satu bentuk partisipasi 

politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, di mana dalam pemilihan umum rakyat 

diberikan kebebasan dalam memilih calon pemimpin yang pantas menduduki jabatan atas 

amanat yang diberikan (Prayetno:2023:1) .Namun, praktik politik uang (money politic) telah 

menjadi salah satu tantangan yang signifikan dalam proses pemilu, yang dapat menggerus 

kualitas demokrasi dan legitimasi hasil kontestasi pemilu. 

Strategi adalah sebuah langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut 

Kusdi (2011:87) dalam konteks organisasi strategi adalah penetapan berbagai tujuan dan 

sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang selanjutnya 

dikembangkan melalui perencanaan aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan 

guna mencapai sasaran- sasaran tersebut. Strategi bertujuan untuk menggapai sasaran yang 

ingin dicapai dengan menggunakan cara-cara yang efesien untuk dilakukan. Strategi dapat 

berupa perencanaan yang detail dan sistematis di awal kegiatan (planning mode), tetapi dapat 

pula berupa proses evolusioner secara bertahap sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi 

organisasi (evolutionary mode). 

Bawaslu adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan 

umum. Tugas daripada Bawaslu tentang penyelenggaraan pengawasan pada pemilihan umum 

yaitu memiliki wewenang antara lain mengawasi penerapan tahapan-tahapan pemilu, 

menerima laporan-laporan, dugaan pelanggaran pemilu, serta menindaklanjuti temuan ataupun 

laporan kepada lembaga yang berwenang serta melakukan pencegahan dan penindakan 

terhadap pelanggaran pemilu yang dimana salah satunya terkait dengan praktik politik uang 

(Undang-Undang Nomor 7 pasal 93 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum). Badan Pengawas 

Pemilihan Umum berhak melakukan pengawasan terhadap seluruh proses dalam 

penyelenggaraan Pemilu dan mengadakan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Telah 

diungkapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) terkait tugas mengenai 

pencegahan pelanggaran Pemilu serta pencegahan sengketa Pemilu, ialah diperlukannya proses 

recognisi yang maksimal atas kapasitas pelanggaran serta kerawanan dalam seluruh proses 

tahapan Pemilu. Pencegahan politik uang tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga 

penegak hukum dan penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan peran aktif dari elemen-

elemen masyarakat, terutama mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa Hidayati, Eddison, 

dan Arianto t.t (dalam Julia ivana:2023). Pemilu 2024 masih seperti pemilu sebelumnya yang 

masih menggunakan sistem proporsional terbuka, pada proporsional terbuka menganut model 
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penentuan calon pemimpin yang terpilih berdasarkan suara terbanyak, dan pelaksanaan sistem 

pemilu proporsional terbuka berpusat pada calon kandidat (Halking:2024:2). Dari yang 

dijelaskan diatas bahwa bawaslu memiliki peran penting dalam pengawasan pemilihan umum 

terutama pada penindaklanjutan pelanggaran politik uang yang selalu terjadi pada masa 

pemilihan umum. 

Dalam Bahasa Indonesia money politic adalah suap, arti suap sendiri dalam kamus adalah 

uang sogok. Money politic merupakan tindakan yang terlarang yang juga dibahas didalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J tentang Pemilihan Umum yang 

menyebutkan bahwa “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau 

memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Peraturan tentang 

money politic sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 73 ayat (1) tahun 

2016, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan uang atau materi lainnya untuk 

mempengaruhi penyelenggaraan pemilih dan/atau pemilih. Money politic juga merupakan 

suatu tindak pidana yang sudah menjadi budaya dalam politik bernegara yang tidak sehat 

(Jamaludin:2025:2). 

Politik uang adalah suatu pelanggaran yang sering terjadi saat pemilihan umum. politik 

uang adalah salah satu isu yang krusial dalam konteks pemilihan umu (Pemilu) di Indonesia. 

Praktik ini sering kali menjadi mengganggu integritas proses demokrasi, menciptakan 

ketidakadilan, dan mengganggu prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Praktik politik 

uang meliputi pemberian hadiah, sumbangan, atau bentuk lainnya untuk mempengaruhi 

keputusan pemilih, sehingga mengancam integritas proses demokrasi. Banyaknya kasus 

pelanggaran politik uang yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Indonesia, menunjukkan 

bahwa peran lembaga pengawas pemilu sangat penting dalam mencegah dan menindak 

pelanggaran ini. Semakin maraknya politik uang akan berdampak negatif terhadap demokrasi, 

di mana kedaulatan masyarakat tidak lagi berada pada tangan rakyat tetapi pada tangan uang. 

Pemegang kekuasaan tertinggi ialah pemilik uang bukan lagi di tangan rakyat. Uang adalah 

metode kampanye yang sangat menguntungkan buat menghipnotis rakyat agar dapat 

memberikan suara mereka. ditinjau dari kenyataannya praktek money politic sangat terikat 

pada kehidupan warga, oleh karena itu persoalan ini wajib dihadapi dengan baik. Aspinall 

(Dalam Mori, W. (2022:3). 

Berdasarkan observasi diawal pada lokasi penelitian terdapat beberapa fenomena yang 

ada yaitu adanya praktik politik uang, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya 

politik uang, kurangnya pengawasan bawaslu dalam mencegah politik uang karena ditemukan 

praktik politik uang pada pemilu. Politik uang sudah menjadi budaya bagi masyarakat sekitar 
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pada masa pemilihan umum. Politik uang dapat mempengaruhi seseorang dalam penentukan 

pilihannya. Memilih bukan lagi dilihat dari visi misi yang ditawarkan oleh para calon 

legislative dan eksekutif tetapi diukur dari seberapa banyak calon tersebut memberikan imbalan 

atau sogokan berupa uang, sembako dan lain-lain.  

Fenomena pemberian uang secara langsung ini adalah salah satu fenomena yang sering 

sekali digunakan oleh para caleg saat melakukan kampanye. Pemberian uang ini dilakukan 

dengan mendatangi rumah para masyarakat untuk memberikan sejumlah uang dengan pesan 

mereka memilih caleg tersebut. Biasanya kisaran uang yang diberikan sekitar 50.000 sampai 

dengan 250.000 perorang, peristiwa tersebut sering disebut dengan serangan fajar. Hal tersebut 

juga sering terjadi pada saat kampanye pemberikan uang dengan alasan uang transportasi dan 

uang cape. 

Fenomena pemberian sembako biasanya ini dilakukan ketika adanya kegiatan kampanye 

oleh caleg partai politik. Dalam kegiatan tersebut ada acara pembagian sembako kepada setiap 

masyarakat yang menghadiri kampanye dan biasanya diberikan kertas yang berisi gambar dari 

caleg ataupun partai politik yang harus dipilih saat pemilihan umum berlangsung. Pemberian 

sembako biasanya berisi beras 2 kg, minyak 2 liter, dan gula 1 kg. Hal tersebut sering terjadi 

pada kegiatan kampanye yang targetnya adalah masyarakat-masyarakat kecil yang ada 

dipedesaan. 

Fenomena pemberian jasa dan barang ini juga adalah salah satu fenomena yang sering 

dilakukan oleh parang caleg saat melakukan kampanye. Pemberian jasa biasanya dilakukan 

dengan caleg tersebut menawarkan diri untuk membantu masyarakat dalam pengurusan surat 

menyurat. Seperti pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Surat tanah, dan BPJS dengan 

memberikan jaminan bahwa semuanya itu akan selesai dengan cepat dan tanpa dipungut biaya 

apapun. Pemberian barang biasanya ini dilakukan kepada sebuah organisai atau perkumpulan 

yang ada di desa- desa seperti bantuan dalam pembangunan rumah-rumah ibadah, bantuan 

perbaikan jalan, bantuan pemberian barang-barang seperti alat masak, tikar, dan seragam dalam 

sebuah organisasi. 

Fenomena pemberian jabatan biasanya ini dilakukan para caleg partai politik kepada tim 

sukses yang membantu dalam setiap kegiatan kampanye. Memberikan janji ketika caleg 

tersebut menangkan dalam pemilu nanti maka tim sukses tersebut akan diberikan sebuah 

jabatan dalam lingkup pemerintahan caleg tersebut. Hal ini juga berlaku kepada masyarakat 

yang belum memiliki pekerjaan maka caleg tersebut akan memberikan lowongan dan 

membantu masyarakat tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. 
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Data awal temuan peneliti adanya laporan kepada bawaslu kabupaten Serdang Bedagai 

mengenai adanya tindakan politik uang yang dilaporkan pada hari Selasa tanggal  19 Februari 

2024 seorang warga melaporkan dugaan adanya politik uang yang dilakukan oleh oknum 

warga berinisial V dari Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan. Bahwa dalam laporan 

tersebut sudah ditemukan cukup bukti yang kuat untuk menindaklanjuti laporan tersebut. 

Selanjutnya ketua bawaslu Serdang Bedagai bapak Ewin Sahputra Saragih, S.Pd.I akan 

memintai keterangan dari pihak pelapor, saksi, serta pihak terlapor. Ketua bawaslu juga 

meminta untuk tetap menjaga pengawasan terhadap pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan 

damai dan lancar. Kasus tersebut telah sampai kepada sentral Gakkumdu yang artinya bawaslu 

tidak punya wewenang lagi dalam menangani kasus tersebut.  Dari uraian kasus diatas 

menunjukkan bahwa strategi bawaslu dalam pengawasan untuk mencegah adanya praktik 

politik uang sangat penting. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam 

mencegah dan menanggulangi praktik politik uang. Namun, meskipun sudah ada upaya dan 

regulasi yang ditetapkan, praktik ini masih sering terjadi di lapangan. Fenomena ini 

menciptakan tantangan besar bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan dan menjaga 

integritas pemilu.  

 Penelitian terdahulu dalam  penelitian  ini  yang berjudul Strategi Bawaslu Dalam 

Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditulis 

oleh Arif Koesworo Azie kebaharuan yang ada dalam penelitian terdahulu ini adalah 

menunjukkan bahwa dari empat dimensi sebagai alat BAWASLU untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan, terdapat dua dimensi yang mempengaruhi strategi pencegahan 

praktik politik uang yang belum terlaksana dengan baik di Kota Bengkulu, yaitu yaitu (1) 

dimensi strategi organisasi dan (2) dimensi strategi sumber daya. Dalam penelitian ini kurang 

menjelaskan secara konkret strategi yang dilakukan bawaslu dalam mencegah praktik politik 

uang, maka penelitian menganggap bahwa penelitian yang sedang diteliti saat ini berhak untuk 

dilakukan untuk melanjutkan atau melengkapi kebaharuan penelitian terdahulu mengenai 

strategi bawaslu dalam mencegah politik uang pada pemilu tahun 2024 dan lokasi yang 

digunakan peneliti juga belom pernah digunakan dalam penelitian tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini difokuskan untuk meneliti bagaimana 

strategi bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum (pemilu) tahun 

2024 Kabupaten Serdang Bedagai. 
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2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang strategi Bawaslu dalam mencegah 

politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Serdang Bedagai. Desain penelitian disusun agar 

proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data berjalan efektif. Metode deskriptif 

kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena 

tanpa manipulasi terhadap objek yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Bawaslu 

Kabupaten Serdang Bedagai dengan subjek penelitian yaitu ketua, sekretaris, dan anggota 

Bawaslu yang terlibat langsung dalam bidang pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu 

(Halking, 2025; Sugiyono, 2018). 

Variabel utama dalam penelitian ini adalah strategi Bawaslu dalam mencegah politik 

uang, yang dijabarkan ke dalam empat komponen, yaitu strategi organisasi, strategi program, 

strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan (Koteen dalam Salusu, 2008). 

Definisi operasional politik uang dalam penelitian ini merujuk pada praktik pemberian uang 

atau barang untuk mempengaruhi pemilih saat pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2015). Teknik 

pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung ke kantor Bawaslu, wawancara 

terstruktur dengan informan kunci, serta dokumentasi untuk memperkuat keabsahan data yang 

diperoleh dari sumber primer dan sekunder (Parlaungan, 2024). 

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari 

tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data 

dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dan membuang data yang tidak 

diperlukan. Data yang sudah disaring kemudian disajikan dalam bentuk narasi untuk 

memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Terakhir, penarikan kesimpulan 

dilakukan berdasarkan pola-pola yang muncul dari data yang telah dianalisis, sehingga hasil 

penelitian mampu menjawab tujuan dan rumusan masalah yang diajukan (Hardani, 2020). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Verifikasi Data 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, reduksi data dan display data dari hasil penelitian 

yang telah peneliti lakukan, maka dapat peneliti menarik kesimpulan dan memverifikasikan 

data sebagai berikut  

Strategi Organisasi Bawaslu Serdang Bedagai 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu 

Serdang Bedagai memiliki susunan struktur oraganisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, 
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divisi pengawasan dan pencegahan, divisi hukum dan penyelesaian sengketa, divisi penindakan 

pelanggaran, divisi hubungan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Dalam setiap bagian dari 

struktur tersebut memiliki tugas tanggung jawab tersendiri dalam pengawasan pemilihan 

umum terutama dalam pencegahan politik uang. Setiap unit bekerja sama dalam melakukan 

pengawasan pencegahan politik uang pada pemilihan umum, dengan melakukan kegiatan 

sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Dalam perjalanan tugasnya bawaslu 

tidak sendiri tetapi lembaga tersebut menjalin kerja sama atau berkoordinasi dengan kemitraan 

lain seperti pemerintah daerah dan bagian keamanan negara lainnya. Bawaslu Serdang Bedagai 

merancang banyak strategi yang akan dilakukan dalam proses pencegahan politik uang adapun 

strategi tersebut yaitu bawaslu Serdang Bedagai melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

tentang bahaya politik uang, membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang”, serta 

mendirikan sebuah daerah yang dijadikan sebagai “desa anti politik uang” dan bekerja sama 

dengan para bidang keamanan lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan di bawah Sentra 

Gakkumdu. 

Strategi Program Bawaslu Serdang Bedagai 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa jenis dari 

strategi program bawaslu serdang Bedagai yang telah dirancang pada pemilihan umum tahun 

2024 adalah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang, 

membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang” yang disebarkan dilingkungan 

masyarakat, membuat sebuah daerah sebagai posko pengawasan dengan tema “Desa anti 

politik uang”, serta melakukan rapat koordinasi dengan stake holder dalam proses pengawasan 

politik uang pada pemilihan umum. Dalam setiap kegiatan program bawaslu Serdang Bedagai 

melakukan yang namanya proses evaluasi terhadap program-program kerja yang telah 

dilaksanakan guna untuk melihat efektivitas program kerja tersebut. Proses evaluasi biasanya 

dilakukan dengan melaksanakan rapat koordinasi antar anggota internal bawaslu Serdang 

Bedagai yang dilakukan pada setiap minggunya. Program-program kerja yang telah dirancang 

oleh Bawaslu Serdang Bedagai sejauh ini dapat menurunkan angka pelanggaran terhadap 

politik uang pada pemilihan umum, terutama pada daerah yang telah dipetakan rawan politik 

uang yaitu kecamatan pegajahan dan kecamatan perbaungan.  

Strategi Sumber Daya Bawaslu Serdang Bedagai 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu 

Serdang Bedagai memberikan pelatihan kepada para anggota bawaslu guna untuk 

peningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengawasan pelanggaran pemilihan 

umum. Jenis pelatihan yang diberikan yaitu seperti pelatihan teknis pengawasan dan 
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penanganan pelanggaran, pelatihan pencegahan politik uang dan netralitas ASN, pelatihan 

pengawasan partisipatif dan komunikasi publik, pelatihan pemanfaatan teknologi informasi, 

serta pelatihan etika dan integritas pengawas pemilu. Pengalokasian anggaran Bawaslu di 

sesuaikan dengan setiap program kerja yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan. Dalam 

meningkatkan efektivitas kinerja bawaslu Serdang Bedagai menggunakan bantuan teknologi 

informasi guna melakukan pemantauan secara daring melalui media sosial. Tantangan yang 

dihadapi bawaslu dalam meningkatkan efektivitas kinerja adalah sumber daya manusia yang 

memanfaatkan proses optimalisasi mempertimbangkan penggunaan sumber daya yang tersedia 

secara efektif dan efisien dengan cara memfokuskan pengawasan tepat sasar pada lingkungan 

masing-masing. 

Strategi Kelembagaan Bawaslu Serdang Bedagai 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi 

kelembagaan bawaslu Serdang Bedagai untuk memastikan bahwa lembaga ini berfungsi secara 

efektif dan independen dilihat dari pengawasan yang dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Serdang Bedagai dalam menjalankan tugas 

pengawasannya menjalin kerjasama dengan kemitraan lainnya seperti pemerintahan daerah, 

kejaksaan, kepolisian, kpu partai politik dan stake holderlainnya serta juga dengan masyarakat. 

Dalam menjalankan tugasnya bawaslu Serdang Bedagai banyak menghadapi tantangan. 

Adapun tantangannya yaitu seperti kurangnya sumber daya manusia dari bawaslu tersebut 

menjadi kurang efektifnya pengawasan bawaslu terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau. 

Rendahnya pastisipasi masyarakat dalam mengawasi politik uang, masyarakat masih 

cenderung setuju terhadap pelanggaran politik uang, dan masih banyak masyarakat yang apatis 

untuk melaporkan adanya pelanggaran politik uang kepada bawaslu.  

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dirancang oleh bawaslu 

Serdang Bedagai mencegah praktik politik uang pada pemilihan umum tahun 2024 di 

Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun rancangan strategi yang ditetapkan oleh bawaslu Serdang 

Bedagai dalam pencegahan praktik politik uang berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan seperti melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya politik uang, membuat 

baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang”, membuat kampung pengawasan di kecamatan 

pegajahan dengan tema “Kampung anti Politik uang dan menjalin koordinasi dengan 

stakeholder. 
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Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa dalam merancang 

sebuah strategi bawaslu Serdang Bedagai menggunakan empat strategi yaitu strategi 

organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, dan strategi kelembagaan 

(Koteen dalam Salusu (2008:104)). Strategi organisasi bawaslu Serdang Bedagai berisi tentang 

struktur lembaga bawaslu yang terdiri dari ketua, sekretaris, divisi sumber daya dan diklat, 

divisi pencegahan parmas humas (partisipasi masyarakat hubungan masyarakat), divisi 

penanganan pelanggaran dan data informasi dan divisi hukum penyelesaiaan sengketa. Di 

dalamnya juga memuat tentang strategi yang dirancang oleh bawaslu tersebut dalam 

pencegahan pelanggaran politik uang yaitu melakukan kegiatan sosialisasi tentang bahaya 

politik uang kepada masyarakat, membuat baliho dengan slogan “Tolak Politik Uang” yang 

disebarkan dilingkungan masyarakat, membuat kampong pengawasan di kecamatan pegajahan 

dengan tema “Kampung Anti Politik Uang” dan memjalin koordinasi dengan stakeholder 

dalam pengawasan politik uang.  

Strategi program bawaslu Serdang Bedagai berisi tentang proses evaluasi dari strategi 

organisasi yang telah dirancang oleh bawaslu. Dalam melakukan kinerja bawaslu Serdang 

Bedagai rutin dalam melakukan rapat internal untuk membahas proses dari program kerja yang 

telah dirancang. Rapat internal antar anggota bawaslu dilakukan setiap minggunya dengan 

melihat laporan atas efektivitas strategi yang telah dijalankan. Bawaslu Serdang Bedagai tidak 

hanya bekerja saat pemilihan umum saja tetapi lembaga tersebut rutin untuk melakukan 

evaluasi dari setiap program kerja yang telah dijalankan. Maka dalam strategi program ini dapat 

dilihat bahwa sejauh ini program kerja yang telah dijalankan bawaslu Serdang Bedagai dapat 

mengurangi pelanggaran politik uang pada pemilihan umum.  

Strategi pendukung sumber daya bawaslu Serdang Bedagai berisi jenis pelatihan yang 

diberikan kepada setiap anggota bawaslu untuk meningkatkan kualitas dalam pengawasan 

politik uang. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan teknis pengawasan dan penanganan 

pelanggaran, pelatihan pencegahan politik uang dan netralitas asn, pelatihan pengawasan 

partisipatif dan komunikasi publik, pelatihan pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan etika 

dan integritas pengawas pemilu. Sebagai strategi pendukung sumber daya bawaslu Serdang 

Bedagai demi membantu berjalannya strategi program yang telah dirancang, maka bawaslu 

Serdang Bedagai membuat alokasi anggaran terhadap setiap program kerja yang telah 

dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam pengawasan pencegahan politik uang pada 

pemilihan umum. pendukung sumber daya bawaslu Serdang Bedagai lainnya adalah 

memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan daring melalui media sosial. Dalam 

melaksanakan tugas bawaslu mengalami tantangan dalam mengoptimalkan kualitas dari 
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anggota bawaslu tersebut. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai memaksimalkan sumber daya 

yang ada baik dari materi maupun jajaran pengawas yang ada. Dengan cara memfokuskan 

pengawasan tepat sasar dan juga Bawaslu mengajak masyarakat untuk menjadi perpanjangan 

tangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan di lingkungan masyarakat masing-masing. 

Strategi kelembagaan bawaslu Serdang Bedagai berisi efektivitas dari kinerja strategi 

lainnya dalam strategi ini membahas kualitas dari program dan anggota bawaslu itu sendiri. 

Bawaslu Serdang Bedagai mengalami tantangan dalam menjalankan tugasnya yaitu sumber 

daya manusia yang sangat terbatas, sehingga bawaslu tidak terlalu cukup maksimal dalam 

melakukan pengawasan politik uang sampai dengan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. 

Efektivitas program pencegahan politik uang juga masih menghadapi kendala lain, seperti 

rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran atau 

keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga pengawasan berbasis partisipatif 

belum merata. Maka dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pelanggaran pemilu 

terhadap politik uang bawaslu Serdang Bedagai menjalin koordinasi kepada para Pemerintahan 

Daerah, Kejaksaan, Kepolisian, KPU Partai Politik dan Stake holderlainnya serta juga dengan 

masyarakat.  

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah, strategi yang diterapkan oleh 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Serdang Bedagai dalam upaya pencegahan 

politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2024 telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Implementasi strategi tersebut mencakup langkah-langkah preventif 

melalui sosialisasi yang mengedukasi bahaya politik uang secara komprehensif kepada seluruh 

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pemilih, calon legislatif, serta partai politik. 

Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Serdang Bedagai dilakukan secara intensif 

menggunakan metode penyampaian secara langsung kepada masyarakat serta menggunakan 

media sosial informasi yang mampu menjangkau lapisan masyarakat secara luas. Selain itu, 

Bawaslu juga mengoptimalkan fungsi pengawasan melalui pelibatan masyarakat di kampung 

pengawasan yang terletak di Desa Suka Jadi Kecamatan Perbaungan dan pengawas pemilu di 

tingkat desa. Sistem pelaporan pelanggaran politik uang yang responsif dan penindakan tegas 

terhadap pelaku menjadi bagian penting dari strategi yang dijalankan. Sinergi yang terjalin 

antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait turut memperkuat efektivitas 

pengawasan dan penegakan hukum.  

Namun, terlepas dari keberhasilan bawaslu Serdang Bedagai dalam pengawasan 

pencegahan politik uang terdapat tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut. Adapun 

tantangan yang dihadapi adalah sumber daya manusia yang sangat terbatas, sehingga bawaslu 
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tidak terlalu cukup maksimal dalam melakukan pengawasan politik uang sampai dengan ke 

daerah-daerah yang sulit dijangkau. Efektivitas program pencegahan politik uang juga masih 

menghadapi kendala lain, seperti rendahnya partisipasi masyarakat. Tidak semua masyarakat 

memiliki kesadaran atau keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran, sehingga 

pengawasan berbasis partisipatif belum merata dan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran 

politik uang terhadap masyarakat seperti pemberian uang secara langsung, pemberian 

sembako, pemberian jasa dan barang, serta pemberian jabatan (Aspinall & Sukmajati, 2015, 

hal. 2). Hal ini dilakukan untuk memberikan dukungan suara kepada calon pemangku 

kepentingan, biasanya mereka melakukan praktik politik uang ketika bertemu dengan 

pemilih,baik ketika memberikan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye.  

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Strategi bawaslu Serdang Bedagai dalam mencegah praktik politik uang pada pemilihan 

umum tahun 2024 dinyatakan berhasil dan berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Strategi yang dilakukan dengan berbagai metode yaitu seperti melakukan 

kegiatan sosialisasi mengedukasi masyarakat tentang bahaya politik uang, membuat baliho 

dengan slogan “Tolak Politik Uang” yang disebarkan dilingkungan masyarakat, membuat 

kampong pengawasan di desa suka jadi kecamatan perbaungan, dan menjalin koordinasi 

kepada para stakeholder. 

2. Adanya tantangan yang dihadapi bawaslu Serdang Bedagai dalam melakukan pengawasan 

terhadap pelanggaran politik uang yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga 

sulitnya bawaslu mengadakan pengawasan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, masih 

kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya politik uang, serta masyarakat masih 

bersikap apatis untuk melaporkan akan pelanggaran politik uang tersebut.  
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